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ABSTRACT

.. ::r.lopnrcDt of !el.conmunicalidls technok,gy endbles invcshent chcaper' One is.tlt
,.. :: " cett pt one onobile phone), wilh thc lielp of operator scrvices through thc nobile-

::rie 'hort 
mcssagirg or Short tvlcssage Scnlce (SMS). Alons $'ir| thc development of

:-r.1nrunicalion tecinology, n arked the enre.scDce of some teleconmunicalions s'rvices is

.auiing son," uperato.s b.gan to impose SMS Prornotion raies lo$er' Thls case ariscs after lhc

Conmissioo rcceir'ed a re;ort abour an alle8c{l liolatnrn of l-aw No 5 of 199!l reladng to ihe

off net SMS price fixi.8. Connnlssion ro inv.slignte the alleged cartel practices rddted to-SMS

rat", aue to it e higt piice ofdr. sMS ls happeni,rg. The ex;stcnce offie SMs prtce fixing

agrcernerts made rr-v mobile plonc servjce pro!iders dre prohibiled agr'cmerts thal led ro the

hieh and ulilbrm SilS prices sMs mlercoDnecrnlr rarilii bv some opcrarors of cellular plrcne

seiiice ;s inclLrde,l in prlclng (price fixing), which is forbidden n rhe I.aN No 5 of 1999

Prchiblrhn of Nf( opolistic Practiccs nnd Untalr competitn, ro denund thc rctum

ofexcess tax payments. noting that the lax pavtr has no lar debt

I PENDAHULUAN teknologi komunikasi Yang
bcrkembang dcngan Pesat
adalah pcnggunaai tcleponI(egiatan telckomunikasi

(Undang-Undang Nomol 36

Tahun 1999 tcntang
Tclekomunikasi) di lndonesia
awalnya dikLtasai oleh negara

melalui Badan Usaha \'{iLik
Negara, yaitu P'I Tclkon. Tbk.
yang sampai lahun 2006

sahiunnya dirniliki olch
pemedntah scbesar 51,1970 dan

mernonopoli jasa laYanan

tclekomunikasi domesiik sefta PT

Lrdosat, 'lbk. C'Indosat ) )'ang
keseluruhai sahiunnya diakuisisi
oleh pemeiltah Pada tallun 19E0

dar memonopoli layanan jasa

tclckomuoikasi irternasional.

Pcrkembangan teknologi
lelckomunikasi kemudian

memungkinkan investasi jasa

tclekonunikasi yang lebih murah

schingga dinrulainYa cra

paltisipasi swasta dalam industri
tclekonunikasi. Salah satu bentuk

gcngga■ (handphone),

dengan bantuan operator jasa

telcpon selLllcr melalui
pengiriman pesang singkat

atau Srolr Message Scnice
(SMS),

Pcrkembangan leknologi
konunikasi dengan djtandai

nunculnya beberaPa jasa

lavanal〕 tclekonrunikasi,

PT Telckomurikasi

dinulai dengan lahirnYa PT.

Satclii Palapa lndolresia
(Satelindo) iahun 1993 dan

kcmudian mcmPerkcnaikan
layanao telepon sclulemya.
pada tahun 199,1. diikuti olch

Indonesia (l'elkonrsel) tahun

1995, disusui bertLlrut-tumt
PT. Excelcomindo P-ralana

(XL), PT. Mobile-s dengan

produknya Frcn, PT. Bakrie
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Pada neriode 2004 2007

industl■

PT Hutchison CP

dengan produknyu Esia, PT.
Smart Tclccom dengan smartnya, telekomunikasi

seluler ditandai dengan
masuknya bcberapa operator
baru dan mcu,amai siluasi
persaingan harga. Namun
demikian harga SMS yang
bcrlaku untuk layanan SMS
o[[-net ha:lrl'a berkisar pada
Rp 250-350.-. Pada periode
ini Tim
menemukan

Peme ksa
beberapa

klausula penctapan harga
SMS, Pertama, tarif tidak
bolch lebih iendah dari Rp
250,00, dan Kedua, rarif
tidak boleh lebih rcndah dari
tarif retail penyedia akses.
Klausula penetapan harga ini
dimasukkan kc dalan]
Per-jarjian Ke{a Sarna (PI(S)
hlterkoneksi antara

operator scbagaimana
dalam Matrix Klausula.

Pada Juni 2007.
berdasarkan hasil pe[cmuan
BRTI (Badan l{egulasi
Telekomudkasi Indonesia)
dengan Asosiasi Telepon
Seluler Indonesia (ATSI),
ATSI lnelgeluarkan surat
untuk memi[ta kepada
seluruh anggotarlva untuli
membatalkan kcsqrakatan
harga SNIS yang kcmudian
ditindaklanjuti oleh para
operator. Namun demikian
Tim Pemcriksa n]elihai tidak
terdapat pcrubah; harga
SMS off.ner yang sigrilikan
di pasar. Pada periodc 2007
sampai sekaran.l.! dcngan
harga yang tidak berubah Tim
Pemeriksa melilai kaftel
harga SMS masih el'ektif
terjadi sanryai dengai April

Telecommunication dengan
produknya "3'. PT.Natrindo
Telepon Selulcr dengan Axis dan
tcrakhir
TclekomLmikasi dengan
produknya Ceria.

Dengan bertambahnya
beberapa jasa layanan
telekomunikasi tcrsebut di afas.
juga menyebabkan beberapa
operator mulai mernbcrlakukan
tarif promo SMS yang lcbih
renddh. Pada sckitar tahun 2004 -
2008 meskipun operator
bcrtanrl'rah banyak dan layanan
semakin tcrdiversil-rkasi (ot'/ et
dat on nct). rnasih terdapat
kcsamaan har-ga SMS yang
ditetapkar oleh beberapa opcrator
penyedia jasa tclepon seluler.

Perkara ini muncul selelah
Kll'U mencrima laporan tentang
adanya dugaan pelanggaran
terhadap UDdang-undang Nornor
5 tahun 1999 berkaitan dengan
pcnctapan ha.rga SMS olflet. Tarif
ollnet adalah tarif SMS untuk
pengiriman SMS ke operator 1ain.
scdangkan tarifor- e, adalah tarif
S\4S untuk pengirirnan SMS ke
sesama. Tarif aJf nat tni adalah
merupakan tari f interkoneksi.

Pada pe ode 1994 2004
han),a todapat tiga opelator
lelekomunikasi seluler di
lndonesia dan bcrlaku setu tarif
S\1S sebesar Rp J50,-. Namun
dcrnikiar ticlak clitorukan adanya
kartel diantara operator pada saat
itu karcna tarif yang tcrbentuk
lerjadi karcna struktur I'asar yang
oligopoli.

PT' Sampoema
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2008 ketika terjadi penurulan
tarjfdasar SMS oll:r1d di pasar.

Oleh karena itu KPPU
melakukan penyelidikan terkait
adanya dugaan praktek kaftel
terhadap ta f .SMS karena
rrrahalnya harga SNIS ),arg le{adi
yaitu Rp. 250,00 - Rp. i50,00.
padahal tadf interkoncksi
(Kctcrhubungar antar jaringan
tclckornunikasi
penyelenggara

dalam Putusan KPPU No
26′KPPL]-1ノ 2007?

III PEMBAHASAN
A Kartel dan Penctapan

Harga Dalanl Undang―
undang NomOr 5 tahun

dari

]anngan
telekomuiikasi yang berbeda)
yang ditetapkan pcmerlntah
adalah RP. 18,00. Dugaan adanya
praktek karlel ini dilakukar oleh
P'f F.xcelkomir]do Prctarna- Tbk
(Terlapor I). PT Tclckomunikasi
Sclular (Terlapor I1)- PT Lldosat.
'fbk (lerlepor III). PT Telkom.
Tbk (Terlapor I\'). PT I-luchison
CP Tclccommunication (Terlapor
V). PT Bakrie Telecom (Terlapor
VI). PT Mobile-S Telecom
(Tcrlapor VII), Tbk. PT Smarl
'feleco[r (l'ellapor Vlll). dan PI
Nahindo Telepon Seluler
(Tcrlapor IX). Adanya perjanjlan
penetapan harga SMS yang
dilakukan oleh penyeclia jasa

tclcpon seluler merupakan
perjanjian yang dilarang yang
menyeb bkan rnahalnya clan

seragamnya harga S\4S. Hxl
inilah yang mcnjacli dugaan
bahrva para penyedia jasa tclcpon
seluler teNebut rnengarah kepada
adanya irdikasi pr.lktek kanel
pcllctapan tarif SMS.

II. PERNIASALAIIAN
Dari latiu belakaig tersebut di

atas. maka rumusan masalah yang
akan dijadikan tulisan ini adalah
bagaimana analisa luridis praktck
kaficl Tarif Sltort Messuge
Se^,lcc (SMS) Operator Seluler

ekonomi, Karlcl adalah
bcntuk khusus oligopoli.
sualr extrd-legaljoi l |enh[e
of busincss yang dalanl
keadaal normal dan scndiri
sendiri, rncrcka saling
bersaing dalarn industri darr
pllsar yang sama (Trcsna P

Somardi, 2009). Kaftel
umumnya diteljemahkan
sebrgai peNetujuan u tuk
Inempengaruhi harga dengan
rnengatul produksi dan
pemasaran suiltu produk
teftentu.(L1ips, 2000)

Kamus Hnkum Ekonomi
ELIPS rncngartikan kartel
sebagai persekongkolal atau

1999
Dalm pandanean

diaDtarapelsekututnn
beberapa produscn produk
scjmis dcngan rnaksud untuk
mcngontrol produksi. harga,
dan penj ualannya sefia untuk
mempcrolch posisi moropoli.
Dcngan dcmikian, kafiel
merupakan salah satu bentuk
moiopoli. dimana beberapa
pelaku usaha (produscn)
bcrsafu untuk mengontrol
produksi. mcncntukan harga.
dan atau rvilayah pemilsarai
atau suatu barang dan atau
jasa, sehingga diantara
mereka tidak acla lagi
pcrsaingan. (Elips, 2000)

Larangan karlel di
lndonesia diatur dalam lasal
ll Undang-undang Nomor 5
tahun 1999 tentang Lamngan
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Praktek \4onopoli dan l'ersaingan
Usaha Tidak Sehat (selanjutnya
disebut UU Pelsaingan Usaha)

)'ang menyatakal bahwa :

''Pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian dengan
pelaku usaha ' pcsaingnya yalrg
bermaksud untuk mempongaruhi
harga dcngan mcngatur produksi
dan atau pemasaran suatu barang
dan atau jasa, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan alau persaingan
usaha tidak sehat '

UU Pcrsaingan Usaha
mengkategorikall kaftel sebagei
salah satu bentuk perjanjiai yang
dilarang untuk dilakukan olch
pclaku usaha. Pcrumusan kartcl
secara ralc ol rcason oleh
penbeituk UU Persaingan Usaha
dapat diartikan pclaku usaha dapat
mcmbuat perjanjian dengan
pehku us. ra pesaingnya yang
bermaksud u11tuk mempengaruhi
harga dengan rnengatur produksl
atau pemtsarar suatu barang atau
jasa asalkan tidak mengakibatkan
tcrjadinya praktck monopoli dan
peffaingan usaha tidak sehat.

Mungkin pembentuk undaig-
unclang persaingan usaha melihat
bahwa sebcnamya tldak scmua

meitoleiir perjaljian ka el

seperti itu.(Ditha
Wiradrputm, 2004)

Di ncgara-ncgara lain
(Tresna P. Socmardi, 2004)
kartcl diakui sebagai
kolaborasi bisnis yang paling
merugikan, dengan
mengontrol pasar uituk
keuntungan mercka. yang
meliputi pcrjanjian antara
para pcsaing untuk membagi
pasar, rnengalokasikan
pelanggan dan penetapan
harga. Sehingga, praktck
kartel ini dinilai sebagai per
se illegal.

Di negam-negarn barat,
kartcl dinilai sebagai pcr- sc
i11egrr1. dengan alasan bah\\ a

terletak pada ken!ataan
bahrva prlce .,4-rnrg dan
perbuatan-lrcrbuatan kaftel
yang lain benar-benat
mcmpunyai clampak negatif
terhadap harga dnn output
jika dibandingkan dcngan

pcJattlan kaltcl dapat
menyebabkan persaingan usaha

lidak sehat, seperti misalnya
perjanjian kartcl dalam bcntuk
rnengisyaratkan untuk produk
produk teftentu harus memenuhi
syamt-syarat teftentu yang
be u.juan uituk melinclungi
konsuoren dari produk yang tidak
la)ak atau dapat mcmbahayakan
keselamatar konsumcn dan
tujuannnya tidak mcnghambat
persaingan, pembuat undang-
undang pel-saingan usaha

kompetitil'. Sedangkall karlel
jaral,e sekali nenghasilkan
ellsiellsi, atau ctisicnsi lang
dlhasilkan sangat kecil
clibandingkan dampak negatif
dari ti[dakan-tiidakan
te6ebut. Suatu kar-tcl ,vang
bcrhasil akan me'ngcluarkan
kcptusan-keputusan )ang

dampak pasar aヽng

clikeluarkan sebuah
perusahaan tunggal )'ang
lnemonopoli. Sehingga
hampir di sclDua ncgara
mcnghukurn Kartel ini secara
pet se illegdl dan bahkan
sangat potensial ke arah
kHminal(Tri

2003)

Arggraini,
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Stratcgi kadcl adalah
mcncrapkan satu atau lebih
praktek bisnis yang dilarang, yatg
ciikenal populer dengan istilah
price lixing atau pene'tapan harga.
Kafiel sangai .erat kaitannya
dengan penetapan harga dan
penbagian rvilayah. Pricc li.rrrg
dianggap sebagai hanbatan
pcrdagangar (restrainto/ trude )
karena lncmbarva akibat buruk
terhadap pcrsaingan 1firg (pt'ice

competition). Jika price li..:ing
dilakukan. kebebiisan unluk
mcnontukall harga sccara
indepcndcn men-ladr bcrkurang.
(Tresna P. Soemardi. I0(-l-11.

\amun kelenturn kanel ]'ang
dianut dal:rnr I ndang-undang
\orrc,r 5 lahun 1999. bah* a

Felaku Lrsaha lirllrang menrbuat
pe.ianiian dengan para pesaingr\ i1

untuk mempengaruhi harga
''han1a jika perjanjian telsebur
dapat mengakibatkai lerjadin)r
praktek monopoli dan atnu
persaingan usaha tidak sehat.

Schingga ha1 ini n]emaksa KPI'U
menggunakan pcndckatan rule ry'
redso, dalam menganalisa kartcl,
dan membutuhkan penyeliclikan

liang mcndalam. (Td Anggraini.
2003)

Jika dirnalisis lebih lanjut.
scbcnamva rnakna dad kartel itu
hampir sain a

rvilayah), karena kedua
bentuk pe{anjian inilah I aig
akan mengunhlngkan para
airggota kartel yang
bcrsangkutan.

Dalam pcnctapan harga.
di mana dalam LrL
Persaingan Usaha pada Pasal

5 ayat ( l), tnengguiakdn
pendekatan per se illcgol-
Pcdanjian pcnctapan harga
adalah pcrjanjian diantara
para penjual untuk menaikkan
atau menetapkan harga, guna
nembatasi persaingan antal
pcmsahaan dan meraih
keunlungan yang lebih tinggi.
(T Anggrairi, 2003).
Pcrjanjiall penctapan harSa
dibentuk oleh sekelompok
perusahaan (pelaku usaha)
dalam usahanya untuk
bcrtindak kolektif clalam

suatu moropoli. Apabila
dilihat dari rumusnya. pasal
yang rrellgatur rncngcnai
price ftri g ini dirumuskan
secara pcf .sc- sehingga
penegak hukum dapat
langsung mencrapkan pasal
ini kcpada pclaku usaha yang
melakukan perjanjian prlrc
Airig tanpa harus menulggu
muncuhya akibat dari
pcrbuatan tcrscbut.

Pasxl 5 ayat (i) UU
Pelsail1gall Usaha sebenariya
kurang memberikan
pcrljclasan mcngcnai scpcfii
apa pcnctapan harga yang
drmaksudkan oleh unclang-
Luldang, aparkah penetapan
harga maksilDLlm atau
pcnctapan harga rninimum,
etau tcnnasuk syarat-syarat
pembayaran yang lain?
Karena biasanya yang
menjadi permasalahun dalam

clengan
oligopoli,(Undang-Lnclang
Nomor 5 Tahun 1999. Pasal ,l). di
mana keduanya merupdkan suatu
bcntuk pc{anjian atau kerjasama
antara bcbcrapa pe_laku usaha
dengan produk scjcnis. untuk
mengatur tingkat harga dan atau
wila)iah pemasaran produk
mereka. Karlel jugl sangat eriLt

kaitannya dengan islilali p,ce
/iiirg (peretapair harga) dan
terribrial restrictiotl (pembagian
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praktck usaha schari-hari adalah
pcnclapan harga minimurn.
Karcna tcrkadang pcnctapan harga
maksimuln, yang biasanya sering
dilakukan pemerintah, tujuannya
adalah untuk memberikan
perlindungan ktpada konsumen,
bukan bertujuan untuk
menghindari peNaingan diantara
pelaku usaha. (Ditha Wiradiputra.
200,1)

Di Amcrika Scrikat, ruang
lingkup pcnctapan harga (price
/lr1rg) sangat luas, tennasuk
bentuk tindakan penetapa[ harga
minimum atau naksiual.
mcnstabilkan harga atau

perbuatan penetapan harga dalam
bentuk atau cara lailx1ya. Cara
PengadiJan Amcrika Scrikat
dalam menentukan sualu
petbuatan price .fi-\ing atau tidak
dengan cara | (Elyta Ras Cinting,
2001)

1)MCnCl■ 1 substansi
perjanjian dari kedua
plhak dan scladutnya
diperiksa apakah
perj.rnjian itu secara tegas
dilarang oleh Undang-
undarg (2er sc i//egof;

2) Menganalisa kasus yang
diduga telah melaiggiir
Undang-undang dengan
pcndckatan rttle of retson.
Pendekatan ini melihat
apakah .!da akibat yang
memsak tatanan Jhir
conpelition di pasar yang
bcrsangkutan (reletant

- mdt'kat) dari pcrjanjian inr.

perj'anyan pri ce fixing
tersebut meniadakan
ataLr mcngurangl

pelsail]gan. maka
perbuatan tersebut
tidak rnelatlggar.

Perjanjian
sebagaimana diatur dalanr
Pasal 11 UU Persaingan
Usaha scbcnarnya dikuatkan
pula dengan beberapa pasal
yang terkait delgan kartcl,
seperti pert{ma. Pasal 4
mengelai Oligopoli. kedua,
Pasal 5 sarnpai dengan Pasal

E mengenai Penetapal Harga,
ketiga, Iasal 9 mcngcnai
Pembagian Wilayah dan
kccnrpat aksi pemboikotan,
sebagaimana dalam Pasal 10.

Jika dikaji lcbih lanjut.
kartcl rncrufakan gabungan
dari beberapa akti\itas dan
atau perjanjian yang diatur
daiam pasal-pasal tcrscbut di
atas. Sehingga, scsungguhnya
kartel merupakan suatu
bentuk tindakan yang saDgat

membahay,rkatl
pcrckonomian negara karena
potcnsi untuk nelakukan
praktek monopoli dan atiu
persaingan usaha tldak schat
sangatlah bcsar.

B. Pcnctapan Taril SIIS
Dalam Perspektif UU
Persaingan Usaha
Dari thkta terungkap

bahwa bcberapa penyeclia
jasa telepon seluler telah

kartcl

perjanjian
harga yang

Pengadilan biasanya melakukan
penelapanrnelihat maksud dari parir

pihak sebagai pedoman
untuk nenerjemahkan
akibat yang memsak
tatanan pclsalngan

rnenjadi dugaan bahua
perbuatan pcnycdia jasa

telepon scluler tersebut
mcngarah kepada adanya
indikasi praktek kalteltenebut. Jika tqnyata
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penetapan tarif SMS, maka
apabila ditinjeu dalam perspektif
UU Persailgan Usaha. adalah
sebagai berikut :

l) Pasal 5 alat (l)
menyetak:u:

-Pclaku usaha dilarang
nrembuai pcrjanjian dcnean
pclaku usaha fcsainsn).a untuk
menetapkan harga alas suatu
barang dan atau jasa )ang harus
dibayar oleh kL.nsumen atau
pclanggan pada pasar
hcrsangkutln r:rne sama_ .

Lnsur terpenliig dalam Pasal
alat l1) ini adalah :

Lnsur pelaku usaha
Lnsur Pelaku usaha berkaitaD

Pasal 1 angka 5 UU Pcrsaingar
L saha:

'-Setiap orang pelorangall alau
badan usaha. baik yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan
hukum yang didlrikan dan
berkedudr.rkan atau melakukrn
keqiatar dalam rvilavah lrukum
negara Republik hrdoncsia. baik
sendi maupun bersama-sarla
mclalui
perjanjian,mcnycl cn ggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam
bidang ekonomi''

(Telkomsel), lndosat,
Telekomunikasi Indonesia
( felkom), Hutchison CP
Telecommunication.
Bakie Telecom. Mobile-
8 Telecom, Smart
Telecom dan Natri0do
Tclckom Scluler adalah
badan usaha yang

dan

di

Indonesia dan mclakukan
kcgiatan usaha dalanr
bidang ekonomi di
wilayah hukum negara
Republik Indoncsia
schingga memcnuhi
dellnisi pelaku usaha
sesuai dengan ketcntuan
Pasal I angka 5 UU
Persaingan Usaha;

(b) Melakukan kegiatai
usal'la dj bidarlg ckono i

Bahwa Exelcomindo
Pratama, Telekomunikasi
Seluler (Telkomsel).
Lldosat. Telekornunikasi
Indoncsia (Tclkom),
Hutchison

didirikan
berkeduclukal

Pasal l angka 5

unsur:

(a) Orang atau badan usaha baik
yang bcrbcntuk badan l'lukun'r
atau bukan badan hukurn yang
didirikan clan berkedudukan
atau melilkukan kegiatan di
r.vila1,ah hLrkum Republik
lndonesia.

Scsuai
pemcriksaan
Exelcorlri do
'I elekomunikasi

Telecoml1lulication,
Balaie Telecorn, Mobile-
8 Tclccorn, S art
Telecom dan Natrindo
Telekon Seluler adalah
Perseroan Terbatas
dcnsan bidang usaha di
biclang telekomunikasi;

2. Unsur dilarang membuat
perjanjian dengal pelaku
usaha pesaingnya.
Unsur ini bcrkaitan

dcngan Pasal I angka 7 tlu
Persaingan
menyatakan :

"Suatu- perbuatan satu
atau lebih pelaku usaha untuk
mengikatkan diri terliadap
satu atau lcbih pclaku usaha

mcinHiki

CP

Usaha

dcngan

bah、va

Pratarna,

Sclulcr
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Ilin dcngan nama apapun, baik
lc ulis maupun tidak te(ulis"

Operator jasa telepon scluler
sebagai pelaku usaha tclah

melakukan per-janjian dalam ha1

ini rrcmbuat Perjanlian Kerja

Sama (PKS) Intcrkoneksi
dengan pclaku usaha pesaingtrya

yang mcngikat safu sama lainnya.
PKS lnterkoncksi yang dibuat

olch operator jasa telepon seluler

tcrsebut adalah : (Iutusan KPPU
No 26/KPPU-L/2007)
(a) Tarif tidak bolch rendah dari

Rp. 250,00; (Putusan KPPU
No. 26/KPPU-L/2007)

(b)'larif tidak boleh rendah dari
tarif retail penyedia akses.

(Putusall KPPU No.
26/KPPU,Li2007)
olch karena itu bebcrapa

opcrator penycdia jasa tcLepol1

seluler telah melakukan perjanjian
clalam hal ini Perjanjian Kerja
Sama (PKS) lnterkoncksi.darl
telah melanggar Pasal 5 ayat (l)
LIU Pclsaingan Usaha.

Pasal 5 ayat (2) UU
Pcrsaingan Usaha menyatakai
bahwa:

"Kctentuan sebagaimana

dinaksud dalam ayxt (1) tidak
bcrLaku bagi :

a) Suatu perjanjian yang dibuat
dalaln usaha patungan;

b) Suatu perjanjian Yang
didasarkan undang-undang
yang be11aku."

UrNur pcrlama, bahrva Para
pihak yang nrelukukan perjiutjian

pcrjanjian yang didasarkan
alas undanS-undang Yiltlg
berlaku, namun perjanjiart
yang dilarang oleh UU
PeNaingan Usaha.

2) Pasal 1l UU Persaingan
Usaha men)ebutkan :

"Pelakr.t usaha dilarang
rnembuat pcrjanjian dengan
pclaku usaha pcsaingnya
yang bermaksucl untuk
mempengaruhi harga dengan

mengatur ploduksi dan atau

pemasaran suatu barang dun

atau jasa, yarrg dapat

nrengakibatkal lerjadinya
pmktek moropoli dan atau

peNaingan usaha tidak sehaa'

Unsur-unsumya adalah :

l. Pclaku usaha clilarang
membuat
dengalr pelaku usaha

pesaingnya:
Pe{anjian penctapan

harga yang dilakukan oleh
beberapa operator jasa

telckomunikasi tersebut di
atas adalah tennasuk
perjanjian dalam kategori
ka el, di mana perjanjian
tertulis tersebut

mcrupakan perjanjian
teftulis penetapan harga
SMS o./l net.

2. leianjian tersebut

bcnnaksud Lnrtuk

mempengaruhi harga
dengan cara n'lcngatur
produksi dan ataLl

pemasaran suatu barang

oarrr aluu lcca:

pcrlallJlan

merupakan usaha patungan. tetapi
merupakan Pemcroarr Terbatas,

sedangkal Llntuk unsur kcdua,
perjanjian penctapan harga SMS
lerscbut bukanlah nerupakan

penetapan

harga yang dilakukan oleh
bebcrapa operatol jasa

tclekornunikasi terscbut di
atas mcmang bcrmaksud
bermaksud untuk
mempengaruli hatga, namun

Pcrjanjiar
peietapan harga bukan
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bukan dengan mengatu produksi
dan atau pemasaran suatlr barang
dan atau iasa.
i. Dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli
dan atau pcrsaingan usaha
tidak schat:
Perjanjian penetapan harga

SMS yang clilakukan oleh
beberapa operator jasa lelepon
seluler teNebut dapat
mengakibatkan terjadinya
pcrsailgan usaha tidak sehat

karflra dapat mcmpengaruhi harga
SMS yang ada. Sehingga dapat
disinpulkan bahwa Pasal 1l t.'U
Persaingan Usaha han-va berlaku
untuk kartcl procluksi dan ltlu
pemasarln saja.( Nla.shall
Sumantri Simorangkjr, 200t)

C, Analisa Yuridis Priktcli
Kartel Tarif Sho -Ve ssoge

Sefvic? Operator Seluler
dahm Putusan KPP[. No.
26IKPPU-Lt2007
Adanya praktek kartcl SI(r/.i

llessagc Ser\ice (SIUS) )ang
dilaporkan Badan 1{egulasi
Telekomunikasi Iidonesia (BRTI)
kcpada KPPU. dj mana BRTI
nrencluga operator melakukan
karlel kar'ena menurut pengamatan
BRTI, ha.ga rata-rata S\1S masih
bcrkisar Rp.l50-Rf.l5(l pcr SMS.
l'addral BRTI telah menentukun
harga ideal yritu ltp.7i-Rp.75 per
SMS.

Kartcl harga. rrerupakan salah
satu bcntuk kartcl. dipraktekkan
clengan cara penetapan harga
(price .lixing). Pada pokoknya
kartel merupakan perjanjian anlar
pelaku usaha yang mencantumkan
klausula penetapan harga maka
discbut ka cl harga. Pcngaturan
karlcl dalam Pasal 11 t-ru
Pcrsaingan Usaha scbcnarnya

memiliki kelemahan yaitu
tidak dijelaskan dcfinisi
kartel. Kclcmahan lainnya
terdapat pada unsur Pasal I I
LIU Pcrsaingan Usaha itu
scndiri, yaitu pdda unsur
keempat'tindakan _u-'ang

mempengaruhi harga
dilakukan dengan jalan
mengatur produksi atau
pemasaran dan atau iasa
tcficntu". praktek ka el hargit
yang clilakukan olch pclaku
usaha cenderung akan bebas
terhadap ru rusan ini.
Tindakan mempengaruhl
harga tersebut yang dapat
dilalttlkall dengan
mcnctapkan harga tertertu.
lnensyamtkan adanya

Peigaluran Produksi atau
pemasar-an dalam tindakan
mcmpengaruhi huga
teffebut.

Maka praktek kaltcl harga
yang dilakukan dengan
mflletapkan tarif SMS dalam
perkera Nomor 26,]KPPU-
L/2007 yang mcn-vatakan
rnelanggar Pasal 5 ULJ

Pcrsaingan Usaha sudah
tepat. Enam opcrator
telekonunikasi. PT
Telkomscl, PT Telkorn 'lbk.
PT Excclcomindo Pntama
'r'bk (EP).

dan PT Bakrie Telecorn lbk.
PT Smart 'lelecdn dal1 PT
l\lohile 8 l'eleconl Tbk
terbukti melirkukan karlci
dengan menetapkan larif
SMS antara Rf 250 dan ltp
350. Tiga operabr. PT
Indosat Tbk, PT Hutchison
CP Telecommunicatio[ dal1

PT Nantdndo Telepon Seluler
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bebas dali tudr.rhan kartel dan
bebas da sal1ksi.

Perjanjian kcrjasama
interkoDeksi terkait dcngan tarif
SMS yaltg djlakukan o]ch enarr
opeGtor teicpon sclulcr tcrscbut
adalah tcnnasul: dalam perjanjian
pcnetapan harga (pricc _fixing)
vang diatur dalam Pasal 5 UU
Persaingan Usaha dan perjanjian
penelapan harga tersebut telmasuk
dalam kaftel, karena di dalamnya
lerdapat unsur-unsur scbagaimana

.vaDg tcmyata dalam Pasal 1l UU
Pcrsaingan Usaha, yaitu :

l. Adanyd suatu perjaiian;
2. Perjanjian tersebut dilakukan

dengan pclaku usaha pesaing;

3. Bertujuan mernpelgaruhi
harga;

4. Tindakal

morbayar tarif SMS sebesar

Rp. 250. 00 - Rp.350.00,
schingga konsunel sangat
dirugikan. Hal iri disebabkan
karena kolsumen harus
membayar harga yaug jaub
lebih mahal sampai dcngan

'100% dari biaya produksi.
Dalam pcndckatan yuridis

pengaturan kartel pdda Pasal

11 Utj Persaingan Usaha,
terdapat dua pandangan yang
berbeda. Dari pandangan
ilmu hukum, pasal mengenai
kafiel ini mengguiakan
podckatan rule of reason
karena terdapat kalimat
''....mengakibatkan leiadinya
praktek monopoli dal1 atau
persaingan usaha tidak
sehat." Narrun dalanr
perspektif ilmu ekolorni.
kartcl ini diatur secara per re
i11.,gd1. Dalam UU Pcrsaingan
Usaha masih dimungkinkan
praktek kartel yang tidak

mcnrpcngaruhi
harga dilakukan clengan jalan
mengatur produksi atau
penasaran barang dan atau
jasa tqlcntu;

5. Tindakan tcrscbut dapat
mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan Pusal 11 UU
Persaingan Usaha kartel termasuk
dalam pcrbuatan yang yang
dilarang dalam UU Persaingan
Usaha yang ticlak belsilirt per sc
lll.,.qdl melair*an bersifat rule of
reason. karcna kaficl masih
dlmungkinkan sepanjang tidak
menimbulkan praktek monopoli
dan atau persaingan usiim yang
lidak sehat. ya[g memgikan
masyarakat dan konsuncr.
Dcngar kata lair bahrva kartcl
rersebut akan dilihat seberapa iauh
etek neeatif bagi masyarakat dan
konsumen. Dalam hal ini karlel
tarif SMS yang dilakukan oleh
enam operator seluler teGebut
rnengakibatkan konsumen harus

praktek
monopoli dar persaingan
usaha tidak schat. Dari
perspektif ilmu ekonorni, si1'at

dari kartcl itu sendiri selalu

nrcngakibatkan

untuk

melindungi

melindungi
kepentiigal orgarisasi kartc]
itu sendii, scdangkan tujuan
pcnrbcnfukan UU Persaingan
Usaha aclalah untuk

kepentingarl
pelaku usaha. Bcrdasarkan
hal ha1 yang diuraikan diatas,
maka pcngaturan mengenai
kartcl harga dalam }asal ll
UU Persaingan Usaha
sebaiknya diatur secara per se

i l l e ga l. lcha]i,ia Alur]ingtyas,
2009)

Total kerugian
masyarakat konsumen akibat
kartel itu rncncapai Ilp 2.3

―
―



Telckomunikasi Indonesia

triliun. tapi kecnam opemtor itu
hanya didenda maksimum Rp 25

miliar Narnun. dari enali
operator terscbui, haDYa lima Yang
dikeiakan dcnda. Sedangkan ?T
Smad Tclccom.tidak dikenai
denda dcngan alasan ikut
belakangan. Denda dari kelima
operator yang bcrjumlah Rp 77

miliar dengan perinciannya, PT

Excelcomindo Pratama Tbk (EP)
drn PT Telckomuiikasi Seluler
(l'elkomscl) rnasing-masing
didenda Rp 25 rniliar, P'l'
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menjadi sinyal alau

setidakiya dipersepsikan oleh
pelanggar sebagai bia,va

(expeded cost\ yang jauh

lebih besal dibandingkan
dengan manf'aat (crPeak'd

be elit) yang diciapat dari

tindakdnnya mclarrggar
hukum pcrsaiigar usaha.

(Putusan Komisi Pcngawas

Persaingan tJsaha Nornor:
252
i KPI'U/Kry,/Vll,'20013 Pedoma

n Pasal ,17 teitang Tindakan
Adminsitlasi )

Dalam Putlrsao No.
26.1KT'P[J-L/ 2007. I<?PtJ
menghukum bcberapa pclaku
usaha dalam bidang jasa

telepol se]Lrlcr untuk
membayar dcnda dan

kcmudian disctorkan kcpada
negam. Bagainlarla dengan

kesimpLrlan majelis KPIU
yang menyatakan bahwa
sebagai akibat kaltel yang

dilakukall oleh bcberaPa
operator jasa telepon seluler
tersebut, terdapat kerugjan
konsumen sctidaklidaknya
scbesar Rp
2 827.700.000.000 (dua

trillu delapan tatus dua
puluh tujul't n:riliar tujuh ratus
juta rupiah) 'l (vide Putusx[
No. 26IKPPU-L/2007. hlm.
207\.

Dcngan alasan secara

legal bahwa IJU Persaingan

Usaha tidak mengamanatkan
bagi KPI'>U untuk
menjatuhkan sanksi ganti l Llgi

kepada konsumcn. maka
dalarn kesimpulannya majclis
KPPU menyatakan tidak
dalam posisi yang berwcnang
untuk mcrjatuhkan sanksi

(Telkom) Rp 18 miliat, PT Bakie
Telecom Rp ,1 lriliar, PT Mobilc-
3 Telecorn Rp 5 miliar dan

langsung dlsetorkan ke kas

negara. Perbedaan nilai denda

tersebut didasarkan patla inisialif
pcmbuatan Pcrjanjian Kerja Sama
(PKS) untuk penetapar talil (/ir
pri.irg), se a sikap kooPcratif
selama pemeriksaan. Dcnda

tersebut rclatif kecil, han,".,a 0,3
persen dari keuntungan Yang
diperoleh. schingga. dcnda
sebesar' itu tidak merllbuat elek
jera bagi pclaku usaha atau lidak
akan rnengatasr rnasalah. Sanksi
lebih berat. baik dalun bcsaran
ganti rugi maupurl pcncabutan
izin usaha, rasarrva. perlu
diterapkan sccara tegas, iika
praktik ini tidak ingin teiadj lagi
di kemudian hari.

Dcnda yang menrpakan usaha

yang didapatkan oleh pelaku

usaha ya11g dihasilkal 
- 

dari
tindakan antipcrsaingai. Sclain itu
denda juga ditLrjLkan untuk
menjerakan pelaku usaha dgar

tidak melakukan tjndakan serupa

atau ditiru oleh calon pelanggar

lainnya. Agar ctbk jera dapat

ditcrapkarl efektjf, sccara ekonomi
dcnda ya]1g ditctapkan harus dapat
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ganti rugi untuk konsumcn.(vidc
Putusan No. 26IKPPU-L/2007,
hlm.207).

Bagairnana delgan ketentuan
I']asal 47 avat (2) huruf f di mana
Kll'U bcnvenal1g menjatuhkan
sa[ksi tindakad ad]ninistratif yang
berupa'penetapao pembayaran
ganli rugi dan juga dalam
penjelasan Pasal ,17 ayat (2) humf
f mcngatalian bahwa "ganti rrgi
diberikan kepada pelaku usaha
clan kepada pihak lain yang
clirugikan ? Apabiia dikaitkan
dengar I'asal 47 ayat (2) hulxf f
bcsefla penjelasannya tcrscbut.
seharusnya KPPU benvenang
nenetapkan ganti rugi kepada
pihak lain yang dirugikan di trana
notabcnc pihak yang dirugikan
adalah konsumen [nasyarakat),
)arg terkena dampak adanya
praktek kartel irli terhada| para
pengelola jasa teiepon seluler.

Jika ketcntuan tersebut di atas
tidak depat digurakan oleh KPIU
untuk rnember'ikan sanksi
administratif kcpada pelaku usaha
yang melakukan pcrbuatan kartel.
lalu bagaimana dcngan
perlinclungan hukum pihak yang
dilugikan di mara dalam hal ini
adalah konsurnen (rrasyarakat)
untuk menuntut ganti rugi atas
perbuatan pelaku usaha yang
melakukan pcrbuatan kaftel
tcrsebut 'l Apakah dengan
demikian pihnk yang dimgikan
baik konsumen atau pelaku usaha
hanya dapat menuntut ganti rugi
tersebut dc gaD mengajukan
gugalan secara perdala kepada
Pcngadilan Negcri? Hal ini
mcnjadi sebuah mckanisme yang
tldak praktis bagi pihak yang
dirugikan.

tindakan

administratil, sanksi pidana
pokok dan pidana tambahan
sekaligus ataukah sanksi
tcrsebut han),a dikenakan
secara altcrnatif saia dari
masing-masing larangan-
laraigan baik terhadap
larangalllarangan perjanjian
maupun kcgiatan-kcgiatan
yang dilarang olch UU
Persaingan Usaha.

IV. PENUTUP
Berdasarkan uraian-uraian

telsebul diatiis

nrencakup

dan

pcmrasalaba teNebut nakd

Nlenccrmati sanksi
terhadap pelanSSaran UU
Persaingan Usaha, apakah
sanksi atas pelanggaran baik
di dalarn perjanjian yang
dilarang dan kegiatan yang
dilarang akan dikenakan
sanksi secara kumulatif yal1g

penulis mengambil
kesimpulan sebagai berikut:

Praktek Kaflel dalam uu
Pcrsaingan Usaha merupakan
perjanjian yang dilarang.
Pengaturan tentang kar1cl ini
terdapat di dalam Pasal 1l
tltJ Pqsaingall Usaha, tetapi
praktek kaficl di dalaDr pasal
tersebut lebih ccndcrung
kepada karlel produksi aiau
kartcl pemasaran. I'enetapan
tarif interkoneksi SMS yang
dilakukan oleh beberapa
operator jasa tclcpon seluler
vaitu PT Telkonrscl. PT
Telkom Ibk     PT
Excclconirdo Pratama Tbk
(EP), dan PT Bakrie Telecom
Tbk. PT Smart Telecon dan
PT Mobilc 8 Tclecon Tbk
termasuk dalam ponetapan
harya (p ce./,-rrrg). Hal ini
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disebabkan karena opcrator .jasa
telepon scluler terscbut tclah
memenuhi unsLf-unsur da]am
Pasal 5 ayat (1) UU Persaingan
Usaha.

Adapun saran yang penulis
usung dalam tulisan ini aclalalr
kcbcradaan Pasal 5 ayat (l) UU
Persaingan Usaha sebaikn)i1
rnembcrlkan penjelasan mcnecnaj
seperli apa pcnetapan harra Yanq

dirnaksuclkan oleh L ndan3
urldang. apakah lcnclapi harsa
maksirrum ilau penctipan harga
minimrnn:' Klrene r anq biasanva
r arg menl:di farmasalahan dalam

lraklek u!iha scharl-hari adalah

lercl.rpln harga rninirnum.
\rre:rr r.rkadang penetapan harga
::1.1isr1nur1- ) ang biasanya sering
C:..rlukan penelintah, tujuarmya
.:Llalah untuk membuikan
perlindullgan kepada konsumen.
bukan bertujuan uDtuk
menghindari peisaingan diantara
pelaku usaha.

Pcncrapan sanksi yang lebih
beral dan diterapkllll sccara tegas
tcrhadap pelaku usaha -vang
melakukan praktck karlel ini. baik
dularr bcsaran ganti rugi maupun
pencabutan izi]1 usaha, agar
praktek kiftel illi tidrk aka0
terulang kembali.
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1999 Tentang 'felkomu kasi

leraturan Menferi Kornunikasi dan
lnf_onnatika Tentang Tata Ctril
Penetapan Tarif Perubahan Jasa
'Ielepoo Dasar Jgingan Bergerak
Seluler Norror
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Kcputusan   Komisi   Pcngawas
Pt‐lsaingan  usaha Nomor:  252

,KPPU′Kcp/V112oo8PcdOman

Pasal 17 tcnlatls Tindakan
AdmiDsirrasi Berdasarkan
Undans-LnJhg \omor 5 Tahun
I999 i.ir1.rns Lcrangan Praktck
\Ii:rr.ir,li Jin persaingan Usaha
ll:,i Sehat. Kornisi Pengawas
:;:s:inlan Usaha

?-::i:rn KPPU No. 26lKPPLI-L12007


